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ABSTRAK 

 

Dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai, pemerintah 

meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga 

level terbawah yaitu kepala desa di wilayah masing-masing agar 

mengkoordinir bantuan sosial harus secara tepat sasaran. Desa Tinokkah 

Kabupaten Serdang Bedagai, kepala desa berkoordinasi dengan seluruh 

kepala dusun di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang Bedagai dalam 

menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program 

bantuan pangan non tunai di Desa Tinokkah. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Dengan metode pengolahan data adalah 

kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu 

data primer yang diperoleh dengan cara wawancara tanya jawab dan 

berhadapan langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari 

buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi 

vertikal kepala desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan tujuan dari program BPNT di Desa Tinokkah Kabupaten Serdang 

Bedagai sudah tepat sasaran dalam memberikan kendali kepada masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, kepala desa dan perangkat desa 

sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam 

melaksanakan penyaluran program BPNT, kepala desa selalu memberikan 

pengarahan kepada perangkat desa untuk membahas penyaluran program 

bpnt, dan kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa sudah berjalan 

dengan baik dan tidak memiliki kendala. 

Kata kunci: fungsi, koordinasi, koordinasi vertikal, penyaluran, program 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, 

termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. 

Kemiskinan telah membuat jutaan masyarakat tidak bisa mengenyam 

pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan 

investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan 

kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat 

sebagai suatau masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan 

membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 

di Indonesia adalah program penanganan fakir miskin dalam bentuk 

pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin yang secara khusus dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan pangan non 

tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah 

yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya 

melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli 

bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama 

dengan Bank. 
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Menurut Waryadi & Hanriana (2022), program bantuan pangan non tunai 

merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra untuk meningkatkan 

efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi 

keuangan. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai dilaksanakan secara 

bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan 

akses dan fasilitas yang memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan 

yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan non tunai melalui sistem 

perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif 

masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset 

melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan 

non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan 

kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas 

terhadap layanan keuangan.  

Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bantuan pangan non 

tunai pada tahun 2023 yang dimulai bulan Januari 2023 menyiapkan dana Rp 

470 triliun untuk bantuan sosial pada 2023 mendatang. Dimana target 

penerimanya sejumlah 18,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan 

nominal bantuannya sebesar Rp 200.000 secara non tunai setiap bulan kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah terdaftar dalam Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, pemerintah meminta 

proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level 

terbawah yaitu kepala desa di wilayah masing-masing agar mengkoordinir 

bantuan sosial harus secara tepat sasaran. Dengan mempercayakan langsung 



3 

 

kepala desa, sekretaris desa dan berkoordinasi dengan aparat-aparat 

desa tentu tidak akan terjadi tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang 

lebih paham dan mengenal warga-warganya, sehingga dana bantuan sosial 

dari pemerintah pusat tepat sasaran. 

Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah memiliki dasar hukum 

kepada kepala desa dan aparat-aparat desa agar dapat menjalankan program 

tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala 

desa dan aparat-aparat desa berkoordinasi untuk pengumpulan data KPM, 

yang dimana data tersebut akan diberikan kepada Bupati. Dari data tersebut 

akan terbagi menjadi penerima BPNT atau penerima bantuan sosial lainnya. 

Hal ini terdapat di Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Bagian 2 pasal 4-5, yang 

dimana proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa, usulan 

kementerian sosial, dan pendaftaran mandiri melalaui aplikasi. Lalu, proses 

usulan data dari musyawarah desa diberikan kepada kepala dusun, kepala 

desa, dan pendaftaran mandiri. Dan data tersebut akan diserahkan ke dinas 

sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Hasil dari verifikasi dan 

validasi data dapat dilihat di aplikasi dinas sosial daerah kabupaten 

daerah/kota. 

Desa Tinokkah merupakan salah satu desa di Kecamatan Sipispis 

Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Aspek geografis Desa 

Tinokkah mempunyai luas wilayah ± 145,26 km2 yang terbagi dalam 7 dusun 
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dan jumlah penduduk 32.225 jiwa. Kalau dilihat dari kepadatan penduduk, 

Desa Tinokkah terkategori desa dengan penduduk terbilang banyak. Desa 

Tinokkah merupakan desa yang wilayahnya berada di perkampungan dan 

wilayah perkebunan swasta PMA yaitu PT. Bridgestone Kebun Nagaraja. 

Disekita desa ini, banyak terdapat tanaman sawit dan karet. Di desa Tinokkah 

juga banyak ditemukan gudang sawit. Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun 

rakyat pada umumnya dijual di gudang sawit yang ada di Desa Tinokkah. 

Ada juga yang menjualnya lewat agen atau toke dan langsung di jual ke 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kota Tebing Tinggi. Jadi, aspek 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Tinokkah sangat tergantung 

dengan kestabilan harga sawit dan karet. Sehingga kondisi Desa Tinokkah 

dari aspek fisik dianggap rawan ekonomi, rawan pendidikan, rawan 

kesehatan, dan rawan pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Tinokkah 

masuk kedalam kriteria program bantuan pangan non tunai. 

Dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa 

Tinokkah, kepala desa berkordinasi dengan seluruh kepala dusun di Desa 

Tinokkah dalam menjalankan tugasnya dari pendaftaran calon KPM, 

pengumpulan data calon KPM, sampai penyaluran dana BPNT ke masyarakat 

yang menerima bantuan sosial tersebut. Agar proses pelaksanaan program 

tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan maka Kepala 

Desa Tinokkah memiliki fungsi koordinasi vertikal dengan kepala dusun. 

Koordinasi vertikal merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk 

menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak 
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terjadi kekacauan, percekcokan dengan jalan menyatukan dan menyelaraskan 

kegiatan pembangunan mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, 

sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan 

pelaksanaan kegiatan. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-

unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung 

jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah 

tanggung jawabnya secara langsung. 

Pemerintah Desa Tinokkah memulai program BPNT ini pada tahun 

2019. Berdasarkan pada Buku Pedoman Umum BPNT tahun 2018 dan 

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa tahun 2020 bahwa 

pelaksanaan program ditingkat desa, perangkat desa/kelurahan setempat 

berkoordinasi dengan pendamping program BPNT untuk mengumpulkan dan 

membantu masyarakat untuk melengkapi data-data masyarakat yang belum 

lengkap. Pada Buku Pedoman Umum BPNT tahun 2018 dijelaskan mengenai 

struktur dan keanggotaan tim koordinasi BPNT di kecamatan, yang dimana 

kepala desa sebagai penanggung jawab, kepala dusun sebagai pemantau dan 

evaluasi, serta pendamping BPNT dan e-warong sebagai pelaksana kegiatan 

penyaluran BPNT. Penetapan e-warong sepenuhnya merupakan wewenang 

Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yaitu, memiliki 

kemampuan reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya 

yang dibuktikan dengan lulus uji tuntas (due diligence) sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur. Memiliki sumber 
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penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan 

dengan lokasi usaha tetap. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar 

agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar 

untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh 

KPM. Menjual beras dan/telur sesuai harga pasar, dll. Dalam pelaksanaan 

program ini, perangkat-perangkat desa sangat dibutuhkan peranannya dalam 

memantau dan mengevaluasi program yang telah dijalankan mengenai sesuai 

atau tidaknya penerima BPNT yang telah ditetapkan oleh pihak pelaksana 

desa dan dapat berkoordinasi dengan pendamping BPNT untuk menyediakan 

tempat, menyusun jadwal pendistribusian kartu kombo beserta aktivasi 

rekening oleh KPM, M. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan 

masih belum efektif dalam penyaluran BPNT. Hal ini disebabkan adanya 

ketidaktepat sasaran yang terletak di data-data KPM dalam penyaluran 

bantuan pangan tersebut sehingga penyaluran BPNT tidak merata di Desa 

Tinokkah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana koordinasi 

kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa Dalam 

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa 

Tinokkah”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini yakni, bagaimana fungsi koordinasi vertikal Kepala Desa 

dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa 

Tinokkah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal 

Kepala Desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) di 

Desa Tinokkah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat 

dalam penelitian adalah: 

a. Bagi penulis, memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam 

pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi koordinasi vertikal kepala desa 

dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Tinokkah. 

b. Bagi Kepala Dinas Sosial Serdang Bedagai, dapat memberikan referensi 

pemikiran yang positif dan membangun mengenai koordinasi dalam 

penyaluran program bpnt. 
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c. Bagi Kepala Desa, dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah diteliti 

oleh peneliti di lapangan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam menyususn penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok 

permasalahan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah 

yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB 2 URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan fungsi koordinasi 

vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) 

di desa Tinokkah. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, 

analisis/informan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode 

ujinya. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian 

fungsi koordinasi vertikal kepala desa dalam penyaluran program bantuan pangan 

non tunai (BPNT) di desa Tinokkah. 

BAB 5 PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Koordinasi 

2.1.1. Pengertian Koordinasi 

Menurut Muchlisin Riadi (2020), koordinasi adalah suatu usaha yang 

sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam 

dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut 

Moekizat (2014), menyatakan bahwa koordinasi merupakan penyelarasan 

secara teratur/ menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung 

dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu 

Handoko (2016), mendefinisikan Koordinasi (coordination) sebagai proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang 

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi.  

Menurut Anggara dan Sumarti (2016), koordinasi adalah proses untuk 

mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara kegiatan, baik 

itu kegiatan fisik dan kegiatan rohaniah. Menurut Hasibuan (2011), 

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 

jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang 

telah ditentukan. Dari beberapa pengertian koordinasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi adalah kerjasama antar unit atau bagian yang 

menciptakan 
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keharmonisan kerja dalam melakukan proses kegiatan dalam mencapai tujuan 

bersama. 

2.1.2. Jenis-Jenis Koordinasi 

Menurut Sentika (2018), koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, 

koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal: (a) koordinasi vertikal atau 

koordinasi structural, dimana anatara yang mengkoordinasikan secara 

sktruktural terdapat hubungan hierarki. Contoh koordinasi yang dilakukan 

oleh seorang deputi terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat yang 

berada dalam lingkungan direktoratnya; (b) koordinasi horizontal yaitu 

koordinasi fungsional, dimana tempat antara yang mengkoordinasikan dan 

yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya aselonnya. 

Menurut tugas dan fungsi keduanya mempunyai suatu ikatan dengan yang 

lain sehingga perlu dilakukan koordinasi; (c) koordinasi diagonal yakni 

koordinasi fungsional, mempunyai maksud yang mengkoordinasikan 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi derajat eselonnya dibandingkan 

yang dikoordinasikan, namun satu dengan yang lainnya tidak berada pada 

satu garis komando. 

Menurut Sugandha (2011), beberapa jenis koordinasi sesuai dengan 

lingkup dan arah jalurnya: (a) menurut lingkupnya terdapat koordinasi intern, 

yaitu koordinasi antar pejabat antar unit di dalam suatu organisasi dan 

koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi 

atau antar organisasi; (b) menurut arahnya, terdapat koordinasi horizontal 
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yaitu koordinasi antar pejabat atau antar yang mempunyai tingkat hierarki 

yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi 

yang setingkat, selanjutnya koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat 

dari unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat 

atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi 

induknya, koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang 

berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya dan koordinasi fungsional 

yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang 

didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai 

fungsi tertentu. 

Menurut Hasibuan (2017) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi 

menjadi dua yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe 

ini biasanya ada dalam organisasi. Makna kedua tipe koordinasi dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini: (a) koordinasi vertikal ( vertical coordination ) 

adalah kegiatan-kegiatan penyatuan,pengarahan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah 

wewenang dan tangung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua 

aparat yang ada dibawah tangung jawabnya secara langsung; (b) koordinasi 

horizontal ( horizontal coordination ) adalah koordinasikan tindakan-tindakan 

atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisas (aparat) yang setingkat. Dari 

beberapa pengertian jenis-jenis koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa 
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suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, 

mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit-unit yang sama tugasnya.  

2.1.3. Tujuan Koordinasi 

Menurut Handoko (2016), berpendapat bahwa manfaat koordinasi antara 

lain: (a) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama 

lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam 

organisasi; (b) menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan 

organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting; (c) menghindari 

kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi; (d) 

menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam 

organisasi; (e) menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling 

membantu. 

Sedangkan Hasibuan (2017), berpendapat bahwa koordinasi penting dalam 

suatu organisasi, yakni: (a) untuk mencegah terjadinya kekacauan, 

percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; (b) agar orang-

orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan 

perusahaan.; (c) agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan; (d) supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing 

individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi; (e) supaya 

semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang 

diinginkan. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan 

untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan 
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perusahaan. Dari beberapa pengertian tujuan koordinasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara 

efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. 

2.1.4. Mekanisme Dan Proses Koordinasi 

Menurut Sugandha (2011), mekanisme koordinasi yaitu adanya 

kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau 

pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi, adanya 

komunikasi yang efektif, tujuan kerjasamanya dan peranan dari tiap pihak 

yang terlibat, harus dapat menciptakan organisasinya sendiri sedemikian rupa 

sehingga menjadi suatu organisasi yang mampu memimpin organisasi-

organisasi lainnya, meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja tiap pihak 

yang terlibat, terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan 

menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar bergerak sebagai suatu 

sistem, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga 

pendorong. 

Sedangkan Siagian (2013), berpendapat mengenai cara-cara yang dapat 

dilakukan dalam mengkoordinasi, yaitu dengan melakukan briefing staf untuk 

memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf yang dalam 

waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan. Setelah 

itu diadakan rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang 

telah dan sedang dilakukan oleh staf serta mengadakan integrasi dari pada 

pokok-pokok hasil pekerjaan staf. Lalu mengumpulkan laporan-laporan 
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mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi. Selanjutnya 

mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan 

pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan 

pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan proses koordinasi bertujuan untuk 

menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya 

dalam kegiatan koordinasi. 

2.1.5. Koordinasi Vertikal 

Menurut Anggara dan Sumarti (2016), koordinasi vertikal yaitu 

menunjukkan pengembangan hubungan yang efektif dan disatupadukan antar-

kegiatan pada tingkat organisasi yang berlainan, contohnya persetujuan 

mengenai pengeluaran modal pada tingkat wakil direktor dikoordinasikan 

dengan penyerahan dan penerimaan pelengkapan modal pada tingkat 

pelaksanaan. Menurut Handayaningrat (2016), koordinasi vertikal yaitu antar 

pihak yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis 

karena satu dan lainnya berada pada satu garis komando (line of command). 

Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktur yang berada dalam 

lingkungan direktoratnya. 

Menurut Deswimar (2009), koordinasi vertikal (vertical coordination) 

adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan 

tanggung jawabnya. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada 
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di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara 

relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karna kepala desa 

bisa memberi sanksi terhadap aparat atau pegawai yang sudah diatur. 

Menurut Syafi’i (2011), koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama 

secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada 

lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, koordinasi vetikal adalah koordinasi yang 

menunjukkan pembangunan hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi 

dengan begitu akan menimbulkan hasil yang lebih efektif didalam organisasi 

tersebut. 

2.1.6. Hambatan Dalam Pengkoordinasian 

Menurut Handayaningrat (2016), yang menjadi hambatan-hambatan 

dalam mengkoordinasi adalah sebagai berikut, yaitu hambatan-hambatan 

dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) 

sering terjadi hambatan-hambatan, disebabkan perumusan tugas, wewenang 

dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas. Di samping itu 

adanya hubungan dan tata kerja yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan di antara yang 

mengkoordinasi dan yang dikoordinasi ada hubungan dalam susunan 

organisasi yang bersifat hierarki. Sedangkan menurut Sugandha (2011), yaitu 

kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya sendiri, kesalahan 

anggapan orang mengenai instansi induknya, kesalahan pandangan mengenai 
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arti koordinasi sendiri, dan kesalahan pandangan mengenai kedudukan 

departemennya di pusat. Berdasarkan uraian diatas, hambatan dalam 

pengkoordinasian disebabkan oleh sumber daya manusianya yang belum 

memahami arti koordinasi di organisasinya. 

2.2. Program Kerja 

Menurut E. Hetzer (1983), program merupakan kumpulan kegiatan nyata, 

sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi 

pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna 

mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan, suatu program disusun 

berdasarkan tujuan ataupun target yang ingin dicapai, sedangkan susunan 

perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja. 

Adapun kerangka penyusunan program kerja menurut Andilie Under (2013), 

mencakup beberapa aspek sebagai berikut: (a) perencanaan, seorang 

pimpinan harus bisa memilih program kerja yang menjadi prioritas utama 

dalam sebuah organisasi yang menguntungkan, menentukan sebuah 

kepanitiaan dan menentukan bidang-bidang yang dibutuhkan, menentukan 

garis-garis besar dan tata cara pelaksanaan program kerja dari tiap-tiap 

bidang, mengalokasikan sumberdaya dan mengontrol jalannya pelaksanaan: 

(b) program kerja prioritas; (c) tujuan; (d) isu (analisis system); (e) cakupan: 

(f) waktu. 

Menurut Hasanah (2021), dalam sebuah organisasi pemerintahan seperti 

kecamatan, program kerja yang dimiliki secara umum merupakan bagian dari 
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perangkat program pemerintah daerah. Program kerja kecamatan pada 

umumnya meliputi aspek perencanaan, aspek pembangunan baik secara fisik 

maupun non fisik, serta evaluasi dan pelayanan, aspek perencanaan yang 

dimaksudkan disini adalah perencanaan dalam hal perencanaan prasarana 

wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan wilayah, 

perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Berdasarkan uraian diatas, maka 

program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang 

dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan 

metode pengolahan data adalah kualitatif yaitu suatu upaya yang sistematis 

dalam penelitian sosial. Penelitian kualitatif merupakan alat untuk melihat 

sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala sosial. Penelitian kualitatif pada 

umumnya menilai fakta atau gejala sosial yang diteliti tidak menggunakan 

angka, melainkan cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang 

dinyatakan dengan kata-kata.  

3.2.Kerangka Konsep 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Koordinasi 

Vertikal Kepala Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) Di Desa Tinokkah. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan 

pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun 

dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada 

halaman berikut:  
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.3.Definisi Konsep 

Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian 

yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang 

diteliti. Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam 

mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah : 

a. Koordinasi adalah kerjasama antar unit atau bagian yang menciptakan 

keharmonisan kerja dalam melakukan proses kegiatan untuk mencapai 

tujuan bersama. 

b. Koordinasi vertikal adalah koordinasi yang menunjukkan 

pembangunan hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi agar 

hasil tersebut lebih efektif. 

Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala Desa 

Aparat Desa 

Koordinasi Vertikal 

Program BPNT 

a). Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Penyaluran BPNT. 

b). Buku Pedoman Umum Bantuan 

Pangan Non Tunai tahun 2018. 

 

Bantuan Pangan Non Tunai 
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c. Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah 

dirancang dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu. 

3.4.Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori 

penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Adapun 

kategorisasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Adanya hubungan yang efektif. 

b. Adanya hubungan hierarkis. 

c. Adanya pengarahan. 

d. Adanya kerjasama. 

3.5.Informan 

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian 

menggunakan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

a. Informan 1 

Nama : Rio Pances Damanik, S.H 

Usia : 47 tahun 

Jabatan : Kepala Desa 

Alamat : Tinokkah  

b. Informan 2 
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Nama : Yusrizal 

Usia : 30 tahun 

Jabatan : Kepala Dusun VI 

Alamat : Nagori II Dusun VI 

c. Informan 3 

Nama : Oka Darma, S.Pd 

Usia : 35 tahun 

Jabatan : Pendamping BPNT 

Alamat : Siromang  Dusun VII 

d. Informan 4 

Nama : Mardiana Sitepu 

Usia : 51 tahun 

Jabatan : Penerima BPNT 

Alamat : Nagori II Dusun VI 

e. Informan 5 

Nama : Aben Saragih 

Usia : 67 tahun 

Jabatan : Penerima BPNT 

Alamat : Nagori II Dusun VI 

f. Informan 6 

Nama : Sujani 

Usia : 66 tahun 

Jabatan : Penerima BPNT 
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Alamat : Nagori II Dusun VI 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian 

atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. 

Dalam hal ini data diperoleh dengan cara-cara wawancara yaitu mendapatkan 

data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang 

diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam 

analisis data. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Didalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

kategorisasi, yaitu suatu kegiatan yang berisi pengumpulan data, pengolahan 

data yang terdiri dari data yang diperoleh disatukan lalu disimpulkan dalam 

kategori-kategori yang disiapkan. Dari kesimpulan tiap kategori dilakukan 

pengambilan kesimpulan untuk melihat kesimpulan secara umum yang 

menjadi kesimpulan skripsi.  

3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Sesuai dengan judul penelitian ini, “Fungsi Koordinasi Vertikal Kepala 

Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di 
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Desa Tinokkah”. Maka penelitian ini dilakukan di Desa Tinokkah Kabupaten 

Serdang Bedagai. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada 

bulan Juni 2023- Juli 2023. 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Penelitian Waktu Penelitian  Lokasi Penelitian 

1 Pengajuan judul 06 Februari 2023 Medan, Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

2 Penyusunan proposal  16 Februari 2023 Medan, Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

3 Seminar Proposal 17 Maret 2023 Medan, Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

4 Berkunjung ke Kantor Desa 

Tinokkah menyerahkan Surat 

Izin Penelitian Mahasiswa 

14 Juni 2023 Kantor Desa 

Tinokkah 

5 Keluarnya Surat Pemberian Izin 

Penelitian Mahasiswa 

28 Juni 2023 Kantor Desa 

Tinokkah 

6 Turun ke Lapangan untuk 

wawancara ke informan 

01 Juli 2023 Desa Tinokkah 

7 Analisis dan pengolahan data 03 Juli 2023 Desa Tinokkah 

8 Penyusunan Laporan Skripsi 5 Juli 2023 Desa Tinokkah 

 

3.9.Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Desa Tinokkah 

Tinokkah adalah desa di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang 

Bedagai. Tinokkah merupakan satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan 

Sipispis. Desa Tinokkah ini letaknya tepat diarah utara Kecamatan Sipispis. 

Secara geografis, desa ini terletak di dataran tinggi, berbatasan langsung 
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dengan Desa Bahtonang Kabupaten Simalungun. Ditilik dari sisi 

demografis, penduduk Tinokkah sebagian besar adalah orang Batak Toba 

dan Jawa. Dominan bermatapencaharian sebagai petani kebun dengan 

tanaman keras, seperti kelapa sawit dan karet. Demikian juga, terdapat 

tanaman semusim seperti jagung. Kita juga bisa menemukan persawahan 

dengan tanaman padi, namun dengan jumlah yang minim. 

 

Gambar 3.2 Peta Desa Tinokkah 

3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Kepala Dusun 

3.9.2.1. Kepala Desa 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah. 
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b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan 

dan lain-lain. 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan dan ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat. Seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

3.9.2.2. Kepala Dusun 

a. Menyusun perencanaan di bidang kewilayahan. 

b. Melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat. 

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

d. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan konflik 

antar anggota masyarakat. 

e. Melaksanakan tugas kan pendataan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia di wilayahnya. 

f. Menyosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat. 

g. Menyosialisasikan program-program pemerintah, pemerintah daerah, 

pemerintah desa. 

h. Melaksanakan pengawasan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
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i. Membantu kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya. 

j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

kepala desa melalui sekretaris desa. 

k. Melaksakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 

desa. 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tinokkah 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian 

dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang sudah 

disebutkan di bab sebelumnya. Pengumpulan data yang diperlukan dalam 

menjawab permasalahan secara mendalam dengan beberapa tahapan 

yang dilakukan diantaranya: penelitian diawali dengan menjawab 

permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya melakukan wawancara 

dengan enam orang informan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, 

pendamping BPNT, dan masyarakat penerima BPNT. 

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan berbagai informan. Adapun daftar pertanyaan yang juga 

merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti. 

4.1.1. Adanya Hubungan Efektif 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujani selaku masyarakat 

penerima BPNT mengatakan bahwa program BPNT berjalan dengan baik 

dan kebutuhan pangan sudah tersalur dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

penerima BPNT. Sama halnya dengan Bapak Aben Saragih dan Ibu 

Mardiana Sitepu selaku masyarakat penerima BPNT bahwa penyaluran 

BPNT tidak memiliki kendala sebab Kepala Desa selalu berkoordinasi 

dengan perangkat desa. Tetapi, dari sisi pendamping BPNT Bapak Oka 

Darma, S.Pd bahwa kendala untuk mencapai pemenuhan kebutuhan 

pangan penerima BPNT terletak di masyarakat yang belum menerima 

program BPNT tersebut. Padahal mereka juga sangat membutuhkan 

bantuan tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa Bapak Rio Pances, S.H 

akan mengatasi kendala tersebut dengan mengawasi penyaluran program 

BPNT tersebut agar mengetahui apakah penyaluran BPNT tersebut tepat 
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sasaran atau tidak. Sehingga, apabila terjadi data yang tumpang tindih, 

maka kepala desa dan perangkat-perangkat desa harus melakukan proses 

pendataan ulang agar program BPNT tepat sasaran dan juga efektif. 

4.1.2. Adanya Hubungan Hierarkis 

 Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sujani, Bapak Aben Saragih, 

Ibu Mardiana Sitepu, Bapak Rio dan Bapak Yusrizal mengatakan bahwa 

di desa Tinokkah sudah terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja 

pemerintah desa, masyarakat juga berpendapat sturktur tersebut sudah 

bagus. Dan kepala desa beserta dengan perangkat-perangkat desa sudah 

melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan tupoksinya masing-masing. 

4.1.3. Adanya Pengarahan 

 Berdasarkan hasil wawancara, bahwa bentuk pengarahan yang 

dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa untuk 

penyaluran program BPNT sudah bagus. Hal tersebut dapat terlihat di 

setiap kegiatan penyaluran, tidak ada kendala. Kepala Desa Bapak Rio 

Pances, S.H dan Kepala Dusun Bapak Yusrizal juga menambahkan 

pengarahan yang dilakukan kepala desa kepada perangkat-perangkat desa 

dalam membahas penyaluran BPNT tersebut adalah dengan mengadakan 

musyawarah desa agar seluruh kepala dusun membantu dan menertibkan 

masyarakat penerima BPNT agar kegiatan penyaluran BPNT berjalan 

dengan lancar. 

 Untuk kendala yang dihadapi kepala desa dan perangkat-perangkat 

desa dalam memberikan pengarahan dalam penyaluran BPNT, mereka 

berpendapat bahwa kendala tersebut terletak di masyarakat. Dari 

masyarakat yang kurang paham dengan apa yang disampaikan kepala 

desa dan perangkat-perangkat desa mengenai BPNT, sulitnya 

mengumpulkan masyarakat dikarenakan memiliki kesibukan masing-

masing, sehingga pengarahan tersebut sering tertunda, aspirasi-aspirasi 

masyarakat yang pro dan kontra sehingga terjadinya keributan antar 
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masyarakat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang 

tidak mau mengalah dengan masyarakat yang lebih berhak mendapatkan 

bantuan tersebut. 

4.1.4. Adanya Kerjasama 

 Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat penerima BPNT 

berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan kepala desa dengan 

perangkat desa berjalan dengan baik. Menurut  Kepala Desa Bapak Rio 

Pances, S. H bentuk kerjasama yang dilakukan beliau dengan perangkat 

desa adalah dengan berkoordinasi dengan perangkat desa sehingga 

kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang 

ada. 

 Untuk kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama mereka 

berpendapat sama, bahwa sejauh ini tidak ada kendala. Dan apabila suatu 

saat terjadi kendala, maka kepala desa dan perangkat desa harus saling 

berkoordinasi untuk mencari solusi dari kendala tersebut dengan 

melakukan rapat perangkat desa. Dari rapat perangkat desa tersebut, 

apabila perangkat desa tidak menghadiri rapat maka akan diberi surat 

peringatan. Apabila perangkat desa juga tidak menghadiri rapat tersebut 

sampai surat peringatan yang sudah ketiga kalinya diberikan, maka 

kepala desa berhak melakukan pemecatan kepada perangkat desa 

tersebut. 

4.2. Pembahasan 

 4.2.1. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai dalam Program BPNT 

  Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi ketepatan sasaran penyaluran 

bantuan sosial serta mendorong keuangan ingklusif. Untuk mendukung 

pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah 

menetapkan Perpres RI No 63 Tahun 2017, tentang penyaluran bantuan 
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sosial secara non tunai. Program BPNT diharapkan mampu mengurangi 

beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, 

meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan 

serta mendorong kearah pembangunan berkelanjutan.  

  Menurut Danim (2004) Adanya kriteria atau ukuran mengenai 

pencapain tujuan efektif atau tidak, ukuran efektivitas antara lain :a) 

jumlah hasil yang di keluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuatitas atau 

bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil tersebut dapat 

dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran; b) tingkat 

kepuasan yang diperoleh baik baik kualitas maupun kuantitas; c) produk 

kreatif, artinya hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja 

sehingga dapat menumbuhkan kreaktivitas dan kemampuan; d) intensitas 

yang dicapai. 

  Berdasarkan teori tersebut, program BPNT tersebut sudah 

sepenuhnya terkendali dan sudah mencapai tujuan dari program BPNT, 

sebab masyarakat penerima BPNT sudah menerima bantuan tersebut 

sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut 

tentunya ada kendala yang dihadapi dan perlunya tindakan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian 

bahwa kendala tersebut terletak di masyarakat yang belum menerima 

bantuan tersebut, dan mereka juga membutuhkan bantuan tersebut. 

Tetapi kendala tersebut dapat diatasi oleh pemerintah desa sebab data-

data masyarakat yang belum menerima program bpnt akan diproses ulang 

agar program tersebut tepat sasaran.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Buku Pedoman Umum Bantuan 

Pangan Non Tunai tahun 2018 yaitu salah satu tujuan program BPNT 

untuk memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, 

berapa, jenis, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat 

membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong 
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tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan) dalam memenuhi kebutuhan 

pangan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan 

bahwa tujuan dari program BPNT sudah tercapai karena program BPNT 

sudah tepat sasaran dan memberikan kendali kepada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan pangan mereka. 

 4.2.2. Adanya Pelaksanaan Tugas Sesuai Tupoksi 

  Sesuai dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 

tahun 2018 bahwa pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh 

tim pendamping BPNT kecamatan berkoordinasi dengan kepala desa dan 

perangkat desa setempat, membantu administrasi kelengkapan data dari 

KPM ke dinas sosial, melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang 

program BPNT kepada masyarakat penerima BPNT, mendampingi dan 

mengawasi penyaluran program BPNT yang sedang dilaksanakan, 

melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran program BPNT, serta 

melakukan evaluasi data apabila data masyarakat penerima BPNT tidak 

valid. 

  Menurut Cantika Kusuma (2022) dalam koordinasi tersebut 

terdapat hubungan hierarkis yang terjalin atau biasa disebut dengan garis 

satu komando. Koordinasi ini dilakukan untuk penyamaan persepsi 

pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah agar 

terlaksana dengan baik. Selain terdapat intruksi ataupun arahan yang 

bersifat komando, terdapat juga koordinasi yang dilakukan antar bagian 

pelaksana tersebut dalam menjalankan tugasnya di lapangan agar dalam 

pelaksanaan penyaluran program BPNT selaran dan seimbang sesui 

dengan tupoksi masing-masing. 

Hubungan koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa di 

Desa Tinokkah dilakukan secara vertikal. Koordinasi ini dilakukan 

dengan pengarahan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kepala 
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Desa Tinokkah terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di 

bawah wewenang dan tanggungjawabmya untuk pelaksanaan penyaluran 

program BPNT di Desa Tinokkah.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 

kepala desa dan perangkat-perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan 

penyaluran program BPNT. Dimana hal tersebut mendukung kelancaran 

pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah. Selain itu 

juga turut memberikan kemudahan kepada pihak penerima bantuan 

dengan adanya pendampingan dari pelaksanaan penyaluran program 

BPNT. Selain itu, didapati bahwa pelaksana penyaluran program BPNT 

di Desa Tinokkah telah melaksanakan kinerjanya dengan baik yang mana 

dalam melaksanakan program BPNT dapat menangani suatu kendala 

dengan cepat dan efektif. 

 4.2.3. Adanya Pengarahan Langsung dari Atasan ke Bawahan 

  Agar pelaksanaan program BPNT berjalan dengan baik dan 

tercapai tujuannya, tentu harus mengikuti pedoman maupun aturan legal 

yang mengikat teknis pelaksanaan program BPNT. Maka 

Kementerian/Lembaga lintas Sektor menyusun Buku Pedoman Umum 

Bantuan Pangan Non Tunai dan peraturan pemerintah maupun peraturan 

bupati sebagai tuntunan, arahan, atau acuan teknis pelaksanaan di 

lapangan. Selain adanya aturan legalistik yang mengatur pelaksanaan 

penyaluran program BPNT, juga ada pedoman tidak tertulis yang 

dipedomani dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT baik berupa 

pengarahan maupun  penyampaian langsung dari kepala desa ke 

perangkat desa yang mengatur pelaksanaan program BPNT di lapangan. 

Arah suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program di lapangan 

juga ditentukan kejelasan arahan dari pemimpin tersebut. 
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Menurut Deswimar (2009) salah satu koordinasi vertikal adalah 

adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit. Tugas 

atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah 

tanggungjawabnya secara langsung.  

Pelaksanaan program BPNT yang ada di Desa Tinokkah mengikuti 

pedoman maupun aturan legal yang mengikat teknis pelaksanaan 

program BPNT. Pedoman yang digunakan sebagai sumber utama 

merupakan Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 15 tahun 2021 

Tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, kepala desa juga 

memberikan pengarahan kepada perangkat desa terkait penyaluran 

program BPNT dengan mengadakan musyawarah desa yang dilakukan 

seminggu 1 kali agar seluruh perangkat desa mengawasi penyaluran 

program BPNT, sehingga program tersebut tepat sasaran dan berjalan 

dengan lancar. Kepala desa juga melakukan pengarahan melalui 

whatsapp grub agar pengarahan tersebut lebih efektif.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 

pengarahan yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa dalam 

penyaluran program BPNT sudah berjalan dengan baik, kepala desa aktif 

memberikan arahan pelaksanaan penyaluran program BPNT. Walaupun 

masih memiliki kendala dimasyarakat yang belum mendapatkan bantuan 

program tersebut, tetapi bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan 

tersebut juga mendapati dan merasakan manfaat atas diberikannya arahan 

maupun pendampingan dalam setiap mengikuti alur pelaksanaan 

penyaluran program BPNT di Desa Tinokkah. Sehingga hal tersebut 

membantu memudahkan masyarakat penerima BPNT dalam mengikuti 

setiap prosedur pelaksanaan program BPNT di Desa Tinokkah. 

 4.2.4. Adanya Kerjasama  

Menurut Deswimar (2009) koordinasi vertikal (vertical 

coordination) yaitu adanya kesatuan-kesatuan kerja atau adanya 
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kerjasama yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, 

koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin 

atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat 

desa. Untuk mencapai tujuan bersama di perlukan kerja sama yang baik. 

 Berdasarkan teori tersebut, bentuk kerjasama yang dilakukan 

kepala desa dengan perangkat desa yaitu kerukunan, saling menghargai 

sesama perangkat desa. Dengan cara lebih memahami keadaan maupun 

situasi dan kondisi lingkungan kerja. Serta menciptakan lingkungan kerja 

yang harmonis dengan begitu akan membuat kerja sama yang baik. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 

kerjasama yang dilakukan kepala desa ke perangkat desa sudah berjalan 

dengan baik karena dalam melakukan kerjasama antara perangkat desa 

terjadinya komunikasi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara kepala desa dan perangkat desa bahwa tidak adanya kendala 

yang terjadi dalam komunikasi antara perangkat desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi vertikal kepala 

desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tujuan dari 

program bpnt di Desa Tinokkah sudah tepat sasaran dalam memberikan 

kendali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, 

kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tupoksi masing-masing dalam melaksanakan penyaluran program bpnt, 

kepala desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa untuk 

membahas penyaluran program bpnt, dan kerjasama antara kepala desa dan 

perangkat desa sudah berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala. 

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar pemerintah harus 

lebih aktif lagi memberikan pengarahan-pengarahan supaya koordinasi kepala 

desa dengan perangkat desa lebih baik lagi sehingga kerjasama tersebut lebih 

erat dan tidak ada kendala-kendala yang terjadi di kemudian hari. 
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Pances Damanik, S.H, Selaku Kepala 
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Sumber : Foto Bersama Bapak 

Yusrizal, Selaku Kepala Dusun VI 

Desa Tinokkah 

 

 

 

     

Sumber : Foto Bersama Bapak Oka 

Darma, S.Pd, Selaku Pendamping 

BPNT Desa Tinokkah 

Sumber : Foto Bersama Ibu Mardiana 

Sitepu, Selaku Masyarakat Penerima 

BPNT Desa Tinokkah 
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Sumber : Foto Bersama Bapak Aben 

Saragih, Selaku Masyarakat Penerima 
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Sumber : Foto Bersama Bapak Sujani, 

Selaku Masyarakat Penerima BPNT 

Desa Tinokkah 
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